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BABV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

51. Kesimpulan

Dinamika hubungan pemerintahan pusat dan pemeantaAceh
sangatlah unik dikaji, terutama pada 1999-2006.aPathsa ini hubungan
pemerintahan pusat dan pemerintahan Aceh terjdaliffgan pasang surut. Pada
masa ini situasi Aceh bergejolak dan ingin memisahtiri dari NKRI. Hal yang
unik pada masa ini adalah terjadinya pergantiananéerulang-kali di Aceh.
Selain itu pada masa ini di Republik Indonesiaatirjiempat kali pergantian
Presiden. Setiap Presiden memiliki cara tersendldlam menanggapi
permasalahan di provinsi paling barat Indonesia ini

Pada Pemerintahan B.J Habibie, terjadi suatu tamtyang dilakukan
oleh masyarakat Aceh, hal ini didasarkan karenayamakat telah bosan dengan
konflik yang terjadi di Aceh. Masyarakat Aceh mamcsolusi untuk lahirnya
perdamaian di daerah yang mereka cintai. Solusg yarreka tawarkan salah
satunya menuntut Referendum. Hal ini diawali dendgigakukan Sidang Umum
Masyarakat Pejuang Referendum (SU-MPR) Aceh di d®aya Baiturrahman
Rakyat Aceh pada 8 November 1999. Saat itu senamegl masyarakat bersatu
tekad mengakhiri konflik Aceh secara bermartabat bigaksana. Salah satu isu
yang mencuat adalah referendum, yang dihadiri it 1,5 juta rakyat Aceh.

Masyarakat Aceh ingin pemerintah pusat memberikabekasan pada rakyat
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Aceh untuk menentukan nasib sendiri terhadap Aceldeka atau tetap dalam
pangkuan NKRI, tetapi pemerintah pusat tidak memagikian aspirasi tersebut.

Penuntutan yang dilakukan masyarakat Aceh berkaitlemgan
Referendum, tidak lepas dengan masih adanya kekergang terjadi pasca
pengunduran diri Soeharto 21 Mei 1998 yang digantidleh B.J. Habibie. Selain
itu, yang menyebabkan penuntutan referendum di Aeebna pasca DOM yang
dicabut pada 7 Agustus 1998, disebabkan karenahnaasinya penculikan dan
pembunuhan di Aceh, bahkan tidak lama setelah D@isbdt, Habibie kembali
melanjutkan kebijakan Soeharto, Presiden B.J Habibenerapkan Operasi
Wibawa di Aceh. Hal ini menyebabkan lahirnya kordeembali di Serambi
Mekah. Hal inilah yang mendasari penuntutan reféwen tersebut, yang
membuat pemerintah sangat mencegah penuntutaeroipta di Aceh seperti
yang diberikan kepada Timor-timur, yang menyebabgeahnya Timor-timur
dari bingkai NKRI. Oleh karena itu, pemerintah gusa@encari jalan keluar
terhadap permasalahan Aceh tersebut untuk tidakupednya referendum di
Aceh.

Solusi yang dilakukan oleh pemerintahan pusat dataenanggapi
gejolak yang terjadi di Aceh berkaitan dengan keindiosial, politik dan
keamanan masyarakat Aceh tahun 1999-2006 yaituademgngeluarkan sebuah
UU Nomor 44 Tahun 1999 yaitu UU Tentang Penyeleragya Keistimewaan
Propinsi Daerah Istimewa Aceh. UU Nomor 44 Tahu®99ni merupakan

Undang-undang yang menegaskan kembali status rkeisdian Aceh setelah
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diberikan status keistimewaaan seperti yang tegiuiadialam Keputusan Perdana
Menteri Indonesia no. 1/MISSI/1959 yang menetapkagrah Swatantra Tingkat

| Aceh sejak 16 Mei 1959 menjadi Daerah IstimewalcAlasan pemerintah

menguatkan kembali status keistimewaaan Aceh yaab tiberlakukannya yaitu

karena pada tahun 1959 tersebut belum adanya unoal@agmg yang jelas untuk

mengatur keistimewaan Aceh.

Pemberian Undang-undang ini juga, tidak lepas kiamdisi masyarakat
pada saat itu yang menuntut referendum. Dengan e¢xsmb referendum,
dikwatirkan Aceh akan lepas dari NKRI. Oleh karetna pemerintahan pusat
memberikan penguatan status keistimewaan Aceh, salagna 40 tahun belum
dapat dilaksanakan secara baik karena selam ina ri2eerah Istimewa Aceh ini
hanya sebatas nama dalam realisasinya tidak dgpknéan secara maksimal.
Penguatan status keistimewaan Aceh ini juga tidagat dipisahkan dengan
tuntutan yang dilakukan masyarakat Aceh untuk diadaya referendum di
Aceh.

Realisasi pelaksanaan UU No. 44 Tahun 1999, yamypakan solusi
yang ditawarkan pemerintah pusat kepada Aceh yaaghmmengalami gejolak
pasca pencabutan status DOM, kondisi politik dandman di Aceh masih tidak
dapat diredam, gejolak tetap terjadi diahah Rencorigtersebut. Hal ini
disebabkan dengan masih adanya korban kekerasarupahan, penyiksaan,
pemerkosaan dan penculikan. Walaupun telah dibetdesstimewaan, di dalam

realisasinya, masih besarnya penduduk miskin dihAsmbagai provinsi miskin
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peringkat ke-23 dari 26 provinsi di Indonesia (sie¢uPapua, Maluku dan Nusa
Tenggara Timur). Dilihat dari sisi pendidikan yasgharusnya merupakan salah
satu keistimewaan Aceh, termasuk daerah yang tehesidSumatera.

Situasi Aceh setelah di kuatkannya keistimewaanhAaeh pemerintah
pusat yang masih menimbulkan gejolak di Aceh, meanhimemerintahan pusat
melakukan cara lainnya agar Aceh tidak lepas dapuBlik Indonesia. Hal ini
dapat kita lihat dengan lahirnya UU Nomor 18 Tal@91l tentang Otonomi
Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Proviasigyroe Aceh Darussalam
yang disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnopatta 21 November 2001.
Dengan lahirnya Undang-undang ini, pemerintahan hAdelah memiliki
perbedaan khusus dengan daerah lain.

Pemberian sebuah otonomi khusus kepada Aceh, kges dari masih
kurang kondusif situasi Aceh walaupun telah diksrnya UU Nomor 44 Tahun
1999. Alasan lainnya dengan disahkan Undang-unadogomi khusus Aceh
karena setelah ditandatangani Nota kesepahamararB&rdeda Kemanusiaan
untuk Aceh, GAM tetap menuntut kemerdekaan dilalmalp Pemerintah Pusat
dengan tegas mengatakan tidak akan membiarkan Asgets dari Republik
Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah pusat mesohrsi terbaik bagi konflik
Aceh yang telah lama tidak dapat diselesaikan. @twnkhusus yang telah
diusulkan oleh mantan Presiden Abdurahman Wahidjadesatu pilihan bagi
pergolakan di Aceh. Upaya pemerintahan pusat demgamberikan otonomi

khusus kepada Aceh pada realisasinya tidak dap#ngeung dengan baik.
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Gejolak masih saja di temukan di Aceh, yang menlk@vusituasi sosial, politik
dan keamanan Aceh yang tidak kondusif.

Pengesahan UU Nomor 18 Tahun 2001 tersebut tidakati@mkan
pergolakan yang terjadi di Aceh, konflik dan korbamasih terjadi yang
menyebabkan kerisauan di dalam masyarakat Acebh Saku contohnya adalah
penandatanganan perjanjian perdamaian pada ta&@@edember 2002 di Jenewa
antara GAM dan Indonesia, bentrokan senjata tesga Iserlangsung. Hal ini
dapat disimpulkan bahwa kondisi Aceh pasca pembeti@nomi khusus terhadap
Aceh bukan sebuah jaminan terhadap perdamaianeh Aan bukan suatu cita-
cita yang diharapkan oleh GAM. Oleh karena sitdah yang tetap saja tidak
membaik dengan masih terjadinya situasi yang kaoaunyebabkan Presiden
Megawati Soekarnoputri pada 19 Mei 2003 memperlakuRarurat Militer di
Aceh. Keputusan Megawati menerapkan Undang-UndaregurBX Militer
menimbulkan antipati di Internasional. Pemberlakstatus Darurat Militer ini
menyebabkan banyaknya korban sipil yang tidak agang menjadi sasaran.

Perubahan kondisi sosial masyarakat Aceh selamadeel999-2006,
masyarakat Aceh yang kesehariannnya adalah petlayan dan pedagang, pada
dasaranya mereka adalah masyarakat yang sangatangaigtata kehidupan
sosial yang saling bahu membahu menolong sesambdbiermenjadi masyarakat
yang tidak toleran, penuh kecurigaan, tertutup dalup tertekan. Kehidupan
sosial masyarakat Aceh berubah drastis, petanayael serta pedagang yang

dahulu melepaskan lelahnya duduk di kedai (warukgpi yang biasanya
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membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan keadi@a masalah sambil
kumpul bersama berubah menjadi masyarakat yanckpedan tidak toleran. Hal

tersebut dikarenakan akibat konflik yang merub&dnin adat istiadat yang telah
di tanamkan oleh leluhur dan para ulama sejak dalhsyarakat Aceh tidak

berani keluar malam dan tidak berani menasehatinsekarena takut menjadi
pelampiasan dari orang-orang yang bertikai baik GA&ipun TNI.

Pada masa Darurat Militer (2003-2004) banyak rakyatg menjadi
korban. Konflik Aceh yang bersumber pada ketiddladidan tidak adanya
penegakan hukum. Jika keadilan belum terwujud, isbrakan kembali lagi
seperti semula. Cara menyelesaikan persoalan Aeéh tidak bisa dengan
kekerasan, tetapi dengan menembak hatinya. Bilashdah tertawan, apa pun
bisa diberikan rakyat Aceh. Pemberian status dariger di Aceh mendapat
banyak kecaman, yang menyebabkan Presiden Meg8wekiarnoputri pada 18
Mei 2004 menyampaikan Keputusan Presiden (Keppeesang perubahan status
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dari daramditer menjadi darurat
sipil. Perubahan status ini tidak lepas dari kansiesial, politik dan keamanan
masyarakat Aceh pada saat diberlakukannya DarutdéiMDesakan dari segala
elemen menyebabkan pemerintah menurunkan statusaDaviliter ke Darurat
Sipil. Dengan diberikan status Darurat sipil, deamkpemerintahan dikembalikan
kepada Gubernur, yang sebelumnya dipimpin oleh lresggDarurat Militer.

Pada pemilu tahun 2004 terpilihlah pasangan SBsitabang Yudhoyono

(SBY) dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Walasilen Republik Indonesia.
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Dengan terpilihnya pasangan tersebut membuka hatzgpa kepada masyarakat
Aceh, untuk lahirnya perdamaian yang abadi di né§arambi Mekah”. Tanggal
26 Desember 2004 di Aceh terjadi peristiwa gempatdanami yang berkuatan
8,9 SR. Peristiwa ini sangat mengejutkan duniainggla menimbulkan simpati
dari berbagai kalangan di seluruh penjuru duniaisth@a tersebut mendapat
suatu hikmah yang sangat besar bagi kehidupan maksyaAceh, GAM sepakat
untuk berunding kembali dengan Pemerintahan Pds&&ita) untuk mengatasi
bencana ini.

Langkah yang diambil pleh pemerintahan SBY adalaajér dari
pengalaman masa lalu, perdamaian di tanah Acehahakgn terwujud jika
menggunakan pendekatan-pendekatan yang persuasgardemengakomodir
keinginan dan harapan masyarakat Aceh dan GAMpitétéap dalam kerangka
NKRI. Tekanan dari luar negeri juga, sangat berpeuny terhadap diadakannya
kembali perundingan antara Pemerintah Pusat dan .G2dsi dalam mencari
jalan keluar terhadap kesedihan akibat konflik dancana yang dialami
masyarakat Aceh, menyebabkan Pemerintah Indonesiddli berunding dengan
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk mencari penyetasalamai. Pemerintah
RI dan GAM tidak melibatkatHenry Dunant CentrdHDC) sebagai mediator
sebagaimana perundingan sebelumnya. PemerintacAlh sepakat menunjuk
Crisis Management InitiativéCMI) pimpinan mantan Presiden Finlandia, Martti

Ahtisaari, sebagai juru penengah.
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Upaya perdamaian yang diprakarsai Ahtisaari iniddesng oleh
kebutuhan untuk mengamankan bantuan internasionaicdh yang dilanda
gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004. Bagi ésdgrkerangka otonomi
adalah harga mati dalam penyelesaian konflik di hAc8ebaliknya, GAM
menuntut kemerdekaan. GAM menyatakan terbuka tefhaskmua ide dan
mempelajari proposal otonomi yang disodorkan pamtegni Indonesia di samping
mencari berbagai opsi lainnya. Perdamaian di Acekab cuma kehendak
pemerintah Indonesia dan GAM, tetapi juga masyamkaia

Pada 15 Agustus 2005, setelah Aceh dilanda prataarfik bersenjata,
bencana gempa dan tsunami, jutaan warga berkumpoyambut tibanya era
baru di tanah rencong. Jutaan warga menyambut ctkakarena anak bangsa
mulai membenamkan nafsu serta berupaya bangkitamersama untuk
membangun “negeri” yang hancur akibat perang darcd® alam, di bawah
panji-panji Negara Kesatuan Republik Indonesia.e\&embali ke pangkuan ibu
pertiwi NKRI” setelah putra-putra terbaik bangsalapangkan dadanya untuk
duduk satu meja, menghilangkan perbedaan dan marakan masa depan yang
terbaik bagi Aceh dan nusantara ini di Helsinknl&ndia. Tempat perundingan
dilangsungkan di Helinski karena lembaga CMI beraladi Helsinki, Finlandia

Realisasi terhadap terwujudnya penandatangananpdesan damai
antara Pemerintah Rl dengan Gerakan Aceh MerdekaMjGpada tanggal 15
Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia tersebut menkaer harapan baru bagi

seluruh masyarakat Aceh akan kehidupan yang lehik, lWamai dan indah.
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Konflik yang telah berlangsung hampir 30 tahunhetanelan puluhan ribu jiwa
dan harta benda yang tidak sedikit. Seluruh makgar&ceh bersyukur dengan
adanya kesepakatan damai tersebut. Masyarakat Acgebrasakan adanya
anugerah yang luar biasa dan memberikan harapankepada masyarakat di
Nanggroe Aceh Darussalam dan kepada bangsa Indonesi

Pergantian nama status pemerintahan selama pdré@®2006 membuat
Aceh merupakan salah satu daerah dalam bingkai N#Rd mengalami gejolak
sosial, politik dan keamanan yang sangat seringamgéirganti. Hal ini membuat
Aceh, menjadi daerah yang berbeda di provinsi {@nti Indonesia. Walaupun
perubahan nama Propinsi telah berganti berkali-lddri segi kehidupan
masyarakat tidak banyak berubah. Pemberian stais§irkewaan tersendiri di
Aceh juga, tidak lepas dari kondisi masyarakat Agahg hidup miskin, hal ini
bertolak belakang dengan kondisi sumber daya alaemath Aceh yang sangat
memadai. Landasan inilah yang menyebabkan masyafalen, menuntut hal
yang lebih dan perbaikan penghasilan oleh pemériptesat, tetapi pemerintah
memberikan status dibawah kendali militer terhasiagyarakat Aceh.

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentaemerintahan
Aceh. Undang-undang ini tidak terlepas dari NotadfmhamanMemorandum of
Understandiny antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang
ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 diitde@ld_ahirnya UU PA juga
mengganti UU No 18 tahun 2001. Dengan lahirnya Udméintahan Aceh

membuka lembaran baru didalam sejarah Aceh darrakejmdonesia. UU
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Pemerintahan Aceh merupakan suatu harapan barukbhglupan masyarakat
Aceh untuk dapat merasakan rasa aman dan dama&rain8i Mekah. Harapan
yang telah lama mereka impikan setelah lama petgnl&onflik terjadi di Aceh.
Semenjak Daerah Operasi Militer-Darurat Militer-Diaat Sipil sampai tertib
Sipil. Selain itu semoga UU PA, bukan hanyseK kosong’yang selama ini
dilakukan pemerintah untuk meredam konflik Aceh tanar-benar tulus dalam
mewujudkan Aceh damai dan sejahtera. Permasalabah @iga terjadi karena
ketidak sejahteraan yang dirasakan oleh rakyat Aceh
5.2, Rekomendasi

Berdasarkan temuan dalam skripsi yang berjudul mika Hubungan
Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah: “S&ajiain Terhadap Kondisi
Sosial, Politik dan Keamanan Masyarakat Aceh d88912006” ini, peneliti
memberikan Rekomendasi kepada berbagai lembagaadain sebagai berikut:

5.2.1. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

* Qanun yang dibuat oleh lembaga legislatif daerabshsesuai
dengan kebutuhan masyarakat demi terciptanya kedardan
hal ini dapat mengangkat harkat martabat masyarakat

« Dalam fungsinya sebagai lembaga pengawas terhadap
pemerintah daerah, DPRA harus mengawasi gubernar ag
anggaran yang diperuntukkan untuk menata kemba&hAc
berjalan sesuai dengan aturan-aturan perundangargy ya

berlaku.
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« Dalam mengambil keputusan sebaiknya partai lokal htai
nasional bersinergi agar setiap keputusan yanghilicadalah
keputusan yang bisa diterapkan dan diterima oletyanakat.

« DPRA dalam penetapan qganun untuk diterapkan pada
masyarakat Aceh selain mempunyai hak-hak daerabrasec
istimewa harus berpedoman Aceh sebagai bagian NI&RI

juga tidak melabrak atau mengabaikan hukum nasional

5.2.2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

« DPR RI sebagai lembaga legislatif yang akan meriliaas
undang-undang yang berkaitan dengan Provinsi Aceh,
sebaiknya undang-undang yang akan dihasilkan hages
menerima dan menampung semua aspirasi.

 DPR RI sebagai lembaga pengawas harus mengawasi
pemerintah pusat dalam menyelesaikan hasil kestpakéoU
Helsinki agar konflik di Aceh tidak terulang lagi.

5.2.3. TNI, POLRI dan Mantan GAM

* Dengan tercapainya kesepakatan perdamaian antaexip&ah

RI dan GAM. Maka semua pihak harus menjaga isigrmaaian

sesuai dengan kewajiban masing-masing.
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* TNI non organik dan Polri yang selama konflik dikir ke
Aceh harus kembali kepusat dan di Aceh hanya add TN
Organik dan Polri. Hal ini menimbulkan trauma kegpad
masyarakat Aceh apabila terdapat banyak TNI dami ol
daerah mereka.

* Masih banyaknya senjata pada masyarakat sipil heggera
dimusnahkan agar masyarakat tidak terancam.

5.2.4. Pemerintah Daerah

* Pemerintah daerah sebagai wakil pemerintah pusas lsarius
untuk menjembatani antara kebijakan pusat dantaeging
ada di Aceh.

* Pemerintah Daerah membuat program pro rakyat untuk
memulihkan kembali Aceh baru pasca konflik dan beac

 Pemerintah Daerah (Gubernur) harus mengayomi barbag
pihak kedalam satu misi Aceh yang satu tidak tatpgisah
pada kelompok suku, eks GAM, dan lain-lain.

5.2.5. Pemerintah Pusat

» Konsisten terhadap hasil perdamaian antara perabrint
Republik Indonesia dan GAM.

« Pemerintah pusat harus sepenuh hati memberikanhdlak-

Aceh sesuai undang-undang agar Aceh tetap menjE&I N
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bukan hanya sekeddcek kosong” atau sekedar pergantian
nama Provinsi saja
5.2.6. Masyarakat Aceh

* Masyarakat diharapkan tidak terlalu sensistif dalaenerima
isu-isu negatif dari pihak yang menginginkan Acétonflik
kembali. Hal ini harus dihindari karena akhirnyapala
memperkeruh situasi yang akan merugikan masyarvakeh
sendiri baik harta maupun nyawa.

 Dengan berpedoman pada situasi kehidupan masaydalg
begitu mencekam diperlukan untuk merajut kembali ta

silaturahmi yang telah hilang akibat konflik.

5.2.7. Pendliti Selanjutnya
* Lebih detail melihat kondisi sosial masyarakat pakonflik
sampai lahirnya UU PA, apakah masyarakat sudahsbada
intimidasi dari dua pihak yang bertikai di masalal
» Dari segi politik perlu diadakan pengkajian yangnoeam
terhadap pemilukada setelah hasil MoU Helsinkikapasudah
berjalan sesuai dengan keinginan partai lokal dantap

nasional.
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e Dari segi keamanan perlu diteliti secara mendalaam d
independen terhadap ekses yang masih timbul yang
menyimpang dari harapan dan apakah TNI dan eks GAM
masih tetap eksis mengacaukan keamanan di Acemdaia
damai.

e Mantan GAM apakah masih menyimpan senjata-sengtg y
harusnya sudah dimusnahkan karena akan meresahkan
masyarakat.

e Perlu dikaji secara mendalam, apakah dana bantuam d
untuk membangun kembali Aceh sudah berjalan, t&gsdran,
rehabilitasi terhadap dampak tsunami sudah optimal.

* Menggunakan sumnber yang lebih banyak, sehingga
mendapatkan data yang akurat,

* Melakukan penelitian ke Aceh secara langsung, gehilapat

lebih banyak mendapatkan data.
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